
BUPAT1 KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR P-3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (RKPD)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat

(2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 3

ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018;

b
. bahwa Rencana Keija Pembangunan Daerah, memuat

arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan

komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan

kepastian kebijakan dalam melaksanakan

pembangunan daerah yang berkesinambungan;

c.
 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe

Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017;

r
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Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4
. Undang-Undang Nomor 33" Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4438);

5
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 4689);

6
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7
. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);
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8
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

9
. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran

negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 {Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);



14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 95);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 518);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangkah

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2013 - 2018;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 18

Tahun 2017 tentang Rencana Keija Pembangunan

Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017

Nomor 18);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT1 KONAWE UTARA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPDj

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

2
. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Konawe

Utara.

3
. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

4
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe

Utara, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

5
. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.



6
. Badan Pcrencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat BAPPEDA adalah Perangkat daerah Kabupaten Konawe

Utara yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam

merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah.

7
. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapaprogram.

8
. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemenntah

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9
. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya

disingkat dengan MUSRENBANG adalah musyawarah stakeholder

untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan rencana keija

SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara

rancangan rencana keija SKPD yang hasilnya digunakan untuk

pemutakhiran rancangan RKPD.

10. Rencana Kerja Pemenntah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Konawe Utara untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai

dari 1 Januari 2018 dan beranghir pada 31 Desember 2018.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan

DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD



14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Utara.

15. Kineija adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur

sesuai dengan misi SKPD.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau lebih unit keija pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur padasuatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber dayabaik yang berupa personil

(sumber daya mariusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keiuaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keiuaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

19. Keiuaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keiuaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan.

22. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya.



23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnva

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2018 dengan susunan yang terdin atas :

a
.
 BAB I Pendahuluan.

b
.
 BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan

CapaianKinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

c
. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan keuangan

Daerah.

d
.
 BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

e
.
 BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

f
. BAB VI Penutup.

(2) Susunan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), termuat
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran arah pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

merupakan RKPD pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 -

2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021.
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(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas)

hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi

analisis dan evaluasi usulan anggaran tahHn berikutnya yang

diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

(4) Format laporan kineija sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2018, BAPPEDA melakukan

penyesuaian dengan RKA-SKPD Tahun 2018 hasil pembahasan

bersama antar Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pasal 7

(1) Dalam hal RKPD Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian
sebelum Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD dan dokumen-

dokumen pendukung lainnya kepada DPRD, penyesuaian RKPD

ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA.

(2) Penyesuian RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA setelah dilaporkan dan

mendapat persetujuan dari Bupati.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 6 2017

jtfÿBUPATI KONAWE UTARA,

H.
 RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 6 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, p7"

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017

NOMOR ...$£




